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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017 dapat terselesaikan. 

LkjIP Dinas Kesehatan merupakan laporan capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan hasil kegiatan selama tahun 2017, yang telah diukur, 

dievaluasi, dianalisa, dan dijabarkan dalam bentuk Dokumen LkjIP. 

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat dokumen yang berisi 

gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Hal-hal yang 

termuat dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017 

menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan 

analisa akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan keberhasilan dan 

kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan serta langkah-langkah 

antisipatif yang akan diambil. Disertakan uraian mengenai aspek keuangan 

yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara anggaran negara yang 

dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. 

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang 

telah menyampaikan laporan dan hasil evaluasi untuk penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini. Berbagai masukan kami 

harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP. Semoga dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan 

bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi 
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Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemapuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Amandemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2002 pasal 28 H 

dan pasal 34 serta Undang-Undang no 38 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan 

amanat undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban 

untuk meningkatkan fungsi dan peran dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan yang masuk dalam urusan wajib, guna 

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. 

Amanat pelaksanaan pembangunan kesehatan dituangkan dalam 

Agenda Pembangunan Nasional (NAWACITA), dimana pembangunan 

kesehatan itu masuk dalam point “Meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia”. Sedangkan pembangunan kesehatan di Kota Semarang, dalam 

Perubahan RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk mendukung misi Walikota 

Semarang yaitu misi pertama : mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

berbudaya dan berkualitas. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat 

kesehatan yang tinggi . 

Sehat adalah hak setiap orang. Setiap orang mempunyai hak yang 

sama dalam  memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;  

setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan; Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 

dirinya.  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017                            | 5 

Disisi lain, setiap orang diwajibkan untuk ikut mewujudkan, 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. Termasuk dalam kewajiban setiap orang adalah 

berperilaku hidup sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan 

orang lain. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan 

mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan didukung oleh letak Kota 

Semarang sebagai jalur utama diantara kota – kota besar di pulau Jawa, 

membuat Kota Semarang rawan terhadap penyakit yang dapat berpindah 

dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat serta tidak mengenal 

batas wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ”New 

emerging diseases” ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali 

beberapa penyakit yang selama ini sudah berhasil dikendalikan ”re – 

emerging diseases”. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki acuan pembangunan 

kesehatan konsep paradigma Semarang Sehat, yaitu pembangunan 

kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan 

peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) 

dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan / pengobatan (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

dengan tujuan akhir untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

kota Semarang. 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kota Semarang 

dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan daerah otonom 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuaan. Konsekuensi 
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dari status tersebut adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan lembaga 

pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan Perencanaan Stratejik (Renstra), yang berisi informasi tentang 

keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, 

termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.   

Setiap   instansi   pemerintah   sebagai   unsur   penyelenggara   

pemerintahan   negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan  

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dengan didasarkan suatu  perencanaan  strategis  yang  

ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi  (Inpres  No  7  Tahun  1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban  dimaksud  

berupa  laporan  yang  disampaikan  kepada  atasan  masing-masing,  

lembaga-lembaga  pengawasan  dan  penilai akuntabilitas,  dan  akhirnya 

disampaikan kepada  Presiden  selaku  kepala pemerintahan.  Laporan 

Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKjIP) Dinas  Kesehatan Kota  Semarang selaku  

Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) memiliki  kewajiban  untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  yang  dilengkapi  dengan  

penetapan  kinerja  sesuai   dengan Permen   PAN   &   RB   No   29    tahun   

2010    tentang Panduan  Penyusunan  Penetapan Kinerja  dan  Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah. 

 

LANDASAN HUKUM 

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Presiden no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah: 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekns 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 

tentang pedoman teknis pembagian urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

7. Peraturan Daerah OPD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; 

8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen 

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 

suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

instansi. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap tahun 

anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. 

LKjIP dapat digunakan sebagai alat kendali untuk mendorong 

peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, 

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber 

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang akan datang. 
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Diharapkan dengan LKjIP ini pemerintah daerah mendapatkan 

masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan. 

 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen 

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mencapai tujuan dan 

sasaran strategis. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap 

akhir tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja 

yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Disinilah 

esensi dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

LKjIP dapat digunakan sebagai alat kendali untuk mendorong 

peningkatan kinerja kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi 

keberhasilan,permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP 

menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang akan datang. Diharapkan dengan LKjIP 

ini pemerintah daerah mendapatkan masukan demi perbaikan 

kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berkelanjutan. 

 

1. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi 
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Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, dimana Dinas Kesehatan 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.  

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan 

mempunyai  fungsi, sebagai berikut; 

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan 

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; 

b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 

c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan 

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD 

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup 

tangungjawab; 

e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan 

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; 

g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;  

h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan 

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
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Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan 

UPTD; 

i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; 

j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber 

Daya Kesehatan, dan UPTD; 

k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 

ditetapkan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

lingkup Pemkot Semarang yang dilakukan atas dasar Peraturan 

Walikota Semarang No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan, dengan struktur organisasi terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri atas : 

2.1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2.2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas : 

3.1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 

3.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan 

3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan. 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas : 
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4.1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 

dan Zoonotik; 

4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung; dan 

4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

dan Surveilans. 

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas : 

5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; 

5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 

5.3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan 

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas : 

6.1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; 

6.2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 

6.3. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan. 

7. UPTD, terdiri atas : 

7.1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat 

7.2. UPTD Instalasi Farmasi; dan 

7.3. UPTD Laboratorium Kesehatan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Untuk mencapaian kerja yang optimal maka OPD Dinas 

Kesehatan Kota Semarang ini dilengkapi dengan 39 UPTD (Unit 

Pelaksana Teknis Daerah), yang terdiri dari satu unit Instalasi 

Farmasi, satu unit Laboratorium Kesehatan dan 37 unit Puskesmas.  

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas 

Kesehatan Kota Semarang merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas 

Kesehatan Kota Semarang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 

(empat) Bidang. Sekretariat memiliki 3 Subbag, sedangkan tiap 
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bidang memiliki 3 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 

orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 15 orang.  

 

2. Struktur Organisasi 

Gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

sesuai Perwal Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut; 

  

SEKERTARIS 
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STRUKTUR ORGANISASI
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3. Sumber Daya Manusia  

Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi diatas, Dinas 

Kesehatan Kota Semarang didukung oleh sumber daya manusia 

(SDM) dengan status ASN sebanyak 1010 orang dengan berbagai 

latar belakang tingkat pendidikan, sebagaimana disajikan pada tabel 

1.1 berikut; 

Tabel 1.1 

Distribusi Tenaga ASN Berdasarkan Unit Kerja/ Puskesmas 

Dan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Bulan Oktober 2017 

No 

Unit Kerja 

/Puskesmas 

Tingkat Pendidikan 

Total 

S2 S1 D4 D3 D1 SMA SMP SD 

1.  
DKK 22 44 0 16 2 24 1 1 110 

2.  
Ins. Farmasi 0 6 0 1 1 2 0 0 10 

3.  

Lab. 

Kesehatan 

0 4 0 5 0 1 0 1 11 

4.  
Poncol 1 10 1 8 2 3 0 0 25 

5.  
Miroto 0 7 0 7 2 2 0 0 18 

6.  
Bandarharjo 0 6 0 10 3 4 0 0 23 

7.  
Bululor 3 7 0 6 2 2 0 1 21 

8.  
Halmahera 1 10 2 14 3 1 2 1 34 

9.  
Bugangan 1 5 0 7 4 3 1 0 21 

10.  
Karangdoro 1 6 0 12 2 1 0 0 22 

11.  
Pandanaran 0 10 0 10 1 6 2 0 29 

12.  

Lamper 

Tengah 

1 7 0 5 2 2 0 0 17 

13.  
Karangayu 0 5 1 8 1 3 0 0 18 

14.  
Lebdosari 1 5 0 10 1 5 0 0 22 

15.  
Manyaran 2 7 0 7 1 1 0 0 18 
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No 

Unit Kerja 

/Puskesmas 

Tingkat Pendidikan 

Total 

S2 S1 D4 D3 D1 SMA SMP SD 

16.  
Krobokan 2 8 0 3 2 1 1 0 17 

17.  

Ngemplak 

Simongan 

1 6 0 5 1 1 1 0 15 

18.  
Gayamsari 1 6 1 9 3 2 1 0 23 

19.  
Candilama 0 5 1 10 1 5 0 0 22 

20.  
Kagok 2 7 2 6 1 1 0 0 19 

21.  
Pegandan 1 10 1 8 1 2 0 0 23 

22.  
Genuk 1 7 0 10 0 4 0 0 22 

23.  
Bangetayu 0 10 0 11 4 6 0 0 31 

24.  

Tlogosari 

Wetan 

4 5 1 10 4 4 0 1 29 

25.  

Tlogosari 

Kulon 

0 13 1 12 3 1 3 0 33 

26.  
Kedungmundu 0 12 1 12 3 4 1 0 33 

27.  
Rowosari 1 9 0 8 1 4 0 0 23 

28.  
Ngesrep 2 6 2 8 4 5 0 1 28 

29.  
Srondol 0 13 0 7 1 4 1 0 26 

30.  
Padangsari 0 8 2 4 0 4 1 0 19 

31.  
Pudakpayung 1 7 1 5 2 2 0 0 18 

32.  
Gunungpati 0 10 1 12 2 7 2 0 34 

33.  
Sekaran 0 7 0 5 3 3 0 1 19 

34.  
Mijen 2 10 0 14 1 3 1 4 35 

35.  
Karangmalang 0 7 0 11 2 1 0 1 22 

36.  
Tambakaji 2 4 0 8 1 2 0 1 18 

37.  
Purwoyoso 1 8 0 7 0 3 0 0 19 

38.  
Ngaliyan 0 14 0 12 1 4 2 0 33 
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No 

Unit Kerja 

/Puskesmas 

Tingkat Pendidikan 

Total 

S2 S1 D4 D3 D1 SMA SMP SD 

39.  
Mangkang 0 9 0 15 1 6 0 1 32 

40.  
Karanganyar 0 3 0 10 0 4 1 0 18 

 
Jumlah 54 343 18 348 69 143 21 14 1010 

 
Persentase 5.35 33.96 1.78 34.46 6.83 14.16 2.08 1.39 100 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Oktober 2017 

 

Pada tabel 1.1. dapat diketahui bahwa umumnya SDM dalam 

lingkup DKK Semarang yang berstatus ASN adalah dengan tingkat 

pendidikan D III dan S1, gambaran ini menunjukkan bahwa 

umumnya SDM yang menyelenggarakan layanan kesehatan dan 

mengelola program-program kesehatan adalah merupakan tenaga 

yang siap pakai, dengan dukungan pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai. Selain terkait latar belakang pendidikan SDM dengan 

status ASN ini dapat pula ditinjau berdasarkan aspek profesi/jenis 

ketenagaannya sebagaimana disajikan pada tabel 1.2 berikut; 

 

Tabel 1.2 

Distribusi Tenaga ASN Profesi/ Jenis Tenaga  

Sampai Dengan Bulan Oktober 2017 

No 
Jenis 

Tenaga/Profesi 

Unit Kerja Total 

DKK 
Ins. 

Farmasi 
Labkes 

Puskes

mas 
n % 

1.  Struktural 20 2 2 74 98 9.70 
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2.  Dokter 0 0 0 84 84 8.32 

3.  Dokter Gigi 0 0 0 36 36 3.56 

4.  Perawat 1 0 0 157 158 15.64 

5.  Bidan 1 0 0 136 137 13.56 

6.  Perawat Gigi 0 0 0 44 44 4.36 

7.  Nutrionist 3 0 0 36 39 3.86 

8.  Sanitarian 6 0 0 35 41 4.06 

9.  Apoteker 1 2 0 11 14 1.39 

10.  Asisten Apoteker 0 2 0 39 41 4.06 

11.  Pranata Labkes 0 0 2 45 47 4.65 

12.  Fisioterapi 1 0 0 2 3 0.30 

13.  Perekam Medis 2 0 0 6 8 0.79 

14.  Penyuluh 6 0 0 13 19 1.88 

15.  Epidemiolog 9 0 0 13 22 2.18 

16.  Pengolah Data 30 1 0 0 31 3.07 

17.  Administrasi/ 

Umum 
30 3 7 148 188 18.61 

  110 10 11 879 1010 100 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar SDM dengan 

status ASN yang berada dilingkup DKK Semarang bekerja di tempat 

pelayanan Puskesmas, dimana dari 1,010 orang SDM terdapat 879 

orang yang bekerja di Puskesmas dan jika dibandingkan berdasarkan 

profesi/jenis tenaga/peran dan fungsi maka dapat dilihat pada tabel 

tersebut bahwa sebagian besar tenaga yang ada adalah tenaga tehnis 
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paramedis yaitu tenaga perawat sebesar 15,64% dan tenaga bidan 

sebesar 13,56%. 

Namun jika dibanding jumlah tenaga antara SDM dengan status 

ASN dan Non ASN maka dapat disimpulkan bahwa dukungan 

pekerjaan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan dan 

pengelolaan program kesehatan sudah cukup memadai dimana telah 

didukung sebanyak 481 SDM dengan status Non ASN, sebagaimana 

disajikan pada tabel 1.3 berikut; 

 

Tabel. 1.3. 

Distribusi SDM Dengan Status Non ASN 

Menurut Tempat Tugas dan Tingkat Pendidikan 

Sampai Dengan Oktober 2017 

No 

Tempat Tugas 

Instansi/ 

Pendidikan Total 

Puskesmas S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD n % 

1.  
DKK 1 3 4 0 1 0 10 1 0 20 4.16 

2.  

Instalasi 

Farmasi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

3.  

Lab. 

Kesehatan 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.21 

4.  
Poncol 0 1 0 9 0 0 0 0 0 10 2.08 

5.  
Miroto 0 3 0 9 0 0 0 0 0 12 2.49 

6.  
Bandarharjo 0 1 0 12 0 0 0 0 0 13 2.70 

7.  
Bululor 0 1 0 10 0 0 2 0 0 13 2.70 

8.  
Halmahera 0 1 0 15 0 0 2 0 1 19 3.95 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017                            | 19 

9.  
Bugangan 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 1.04 

10.  
Karangdoro 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 2.29 

11.  
Pandanaran 0 2 0 13 0 0 1 1 0 17 3.53 

12.  

Lamper 

Tengah 
0 2 0 5 0 0 0 0 0 7 1.46 

13.  
Karangayu 0 3 0 5 0 0 1 0 0 9 1.87 

14.  
Lebdosari 0 5 0 6 0 1 3 0 0 15 3.12 

15.  
Manyaran 0 3 0 7 0 0 3 2 0 15 3.12 

16.  
Krobokan 0 3 0 6 0 0 0 0 0 9 1.87 

17.  

Ngemplak 

Simongan 
0 2 0 4 0 0 0 0 0 6 1.25 

18.  
Gayamsari 0 4 0 15 0 0 1 0 0 20 4.16 

19.  
Candilama 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8 1.66 

20.  
Kagok 0 1 0 7 0 0 2 0 0 10 2.08 

21.  
Pegandan 0 2 0 10 0 0 1 2 0 15 3.12 

22.  
Genuk 0 2 0 10 0 1 2 0 0 15 3.12 

23.  

Bangetayu 

 

0 2 0 16 0 0 0 0 0 18 3.74 

24.  

Tlogosari 

Wetan 
0 1 0 10 0 0 1 0 0 12 2.49 

25.  

Tlogosari 

Kulon 
0 3 0 16 0 1 4 0 0 24 4.99 

26.  
Kedungmundu 0 4 0 19 0 0 0 0 0 23 4.78 

27.  
Rowosari 0 2 0 11 0 0 2 0 0 15 3.12 

28.  
Ngesrep 0 0 0 9 0 0 1 0 0 10 2.08 

29.  
Srondol 0 0 0 10 0 0 2 0 0 12 2.49 

30.  
Padangsari 0 2 0 7 0 0 0 0 0 9 1.87 

31.  
Pudakpayung 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 1.25 

32.  
Gunungpati 0 3 0 16 0 0 1 1 0 21 4.37 

33.  
Sekaran 0 3 0 5 0 0 0 0 0 8 1.66 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017                            | 20 

34.  
Mijen 0 1 0 20 0 0 0 0 0 21 4.37 

35.  
Karangmalang 0 1 0 9 0 0 1 0 0 11 2.29 

36.  
Tambakaji 0 2 0 7 0 0 3 0 1 13 2.70 

37.  
Purwoyoso 0 1 0 5 0 0 2 0 0 8 1.66 

38.  
Ngaliyan 0 0 0 11 0 0 3 0 0 14 2.91 

39.  
Mangkang 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0.83 

40.  
Karanganyar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.42 

 
Jumlah 1 66 4 346 1 3 51 7 2 481 100 

 
Persentase / ẋ 0.21 13.72 0.83 71.93 0.21 0.62 10.60 1.46 0.42 100 12.03 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Oktober 2017  

 

Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jika dibandingkan antara 

jumlah tenaga yang ada dengan lahan tempat bekerja maka rata-rata 

jumlah SDM Non ASN ini adalah sebesar 12,03%, sedangkan dari 

nilai prosentase distribusi tenaga/ SDM Non ASN ini maka dapat 

disimpulkan sudah terdistribusi secara normal sejumlah tenaga ke 

masing-masing tempat bekerja (DKK, Instalasi. Farmasi, Labkes dan 

Puskesmas).  

Sebanyak 481 SDM Non ASN pada umumnya adalah tenaga 

dengan dasar pendidikan Diploma III (D III), hal ini memberikan 

gambaran bahwa umumnya mereka adalah tenaga yang siap pakai, 

untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kesehatan dan 

pengelolaan program-program kesehatan di lapangan dan ditempat 

pelayanan kesehatan. Hal ini tergambar pula pada tingkat 

penyebaran rekruitmen sejumlah tenaga SDM Non ASN ini mereka 
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didominasi oleh tenaga teknis medis, seperti bidan, perawat dan 

tenaga teknis medis lainnya. 

Sebagian besar SDM Non ASN adalah tenaga Bidan yaitu 

mencapai 54,89 %, tenaga bidan ini adalah tenaga lapangan yang 

bekerja di tingkat kelurahan dalam lingkungan puskesmas, tugas 

mereka adalah sebagai tenaga survei kesehatan (Gasurkes), yang 

mendukung terlaksananya program pelayanan KIA secara paripurna 

di masyarakat. Tenaga ini disebar diwilayah keluruhan diseluruh 

Kota Semarang, umumnya tenaga ini adalah tenaga dengan 

pendidikan Diploma III, dan diantaranya terdapat dengan tingkat 

pendidikan S2 dan Diploma IV, yang merupakan tenaga koordinator 

mendukung terselenggaranya program layanan KIA secara optimal 

dan paripurna. SDM non ASN terbanyak kedua adalah tenaga 

perawat yaitu sebanyak 8,11%, umumnya mereka dengan tingkat 

pendidikan Diploma III, mereka mendukung penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, sehingga pelayanan 

kesehatan dapat berproses secara optimal dan dapat melakukan 

tindakan-tindakan medis yang cepat, tepat dan baik. 

Selain tenaga teknis tersebut SDM Non ASN ini pula terdapat 

beberapa tenaga pendukung seperti tenaga administrasi yang 

membantu proses administrasi di tingkat puskesmas, tenaga 

adminsitrasi ini terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga 

administrasi yang membantu kegiatan administrasi bagian keuangan 
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dan perbendaharaan di Puskesmas. Secara rinci sajian ini dapat 

disimak pada tabel 1.4 berikut; 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017                            | 23 

Tabel. 1.4. 

Distribusi SDM Dengan Status Non ASN Menurut Tempat Tugas dan Fungsi  

Sampai Dengan Oktober 2017 

No 

Tempat Tugas Fungsi Total 

Ins./Puskesmas dr drg prw bid Prg gz San apo aa Pny Epi Rem anl cus adu Adk Kom sop cle jur n % 

1.  DKK 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 20 4.16 

2.  Instalasi Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

3.  Lab. Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.21 

4.  Poncol 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 10 2.08 

5.  Miroto 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 2.49 

6.  Bandarharjo 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 2.70 

7.  Bululor 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 13 2.70 

8.  Halmahera 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 19 3.95 

9.  Bugangan 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1.04 

10.  Karangdoro 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 2.29 

11.  Pandanaran 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 18 3.53 

12.  Lamper Tengah 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 1.46 
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No 

Tempat Tugas Fungsi Total 

Ins./Puskesmas dr drg prw bid Prg gz San apo aa Pny Epi Rem anl cus adu Adk Kom sop cle jur n % 

13.  Karangayu 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9 1.87 

14.  Lebdosari 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 15 3.12 

15.  Manyaran 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 14 3.12 

16.  Krobokan 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1.87 

17.  Ngemplak Simongan 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.25 

18.  Gayamsari 1 0 2 9 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 20 4.16 

19.  Candilama 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1.66 

20.  Kagok 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 10 2.08 

21.  Pegandan 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 15 3.12 

22.  Genuk 0 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 15 3.12 

23.  Bangetayu 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 3.74 

24.  Tlogosari Wetan 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 2.49 

25.  Tlogosari Kulon 1 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 24 4.99 

26.  Kedungmundu 0 0 2 15 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 23 4.78 

27.  Rowosari 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 15 3.12 
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No 

Tempat Tugas Fungsi Total 

Ins./Puskesmas dr drg prw bid Prg gz San apo aa Pny Epi Rem anl cus adu Adk Kom sop cle jur n % 

28.  Ngesrep 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2.08 

29.  Srondol 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 2.49 

30.  Padangsari 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1.87 

31.  Pudakpayung 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1.25 

32.  Gunungpati 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 1 21 4.37 

33.  Sekaran 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 1.66 

34.  Mijen 0 0 2 16 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 4.37 

35.  Karangmalang 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 2.29 

36.  Tambakaji 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 13 2.70 

37.  Purwoyoso 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 8 1.66 

38.  Ngaliyan 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 14 2.91 

39.  Mangkang 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.83 

40.  Karanganyar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.42 

 Jumlah 5 1 39 264 2 2 1 1 12 2 6 11 15 13 60 20 9 7 10 1 481 100 

 Persentase 1.04 0.21 8.11 54.89 0.42 0.42 0.21 0.21 2.49 0.42 1.25 2.29 3.12 2.70 12.47 4.16 1.87 1.46 2.08 0.21 100  
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Oktober 2017 

Keterangan:       

dr = Dokter umum gz = Gizi / 

Nutritionis 

epi = Epidemiologi  Adk = Administrasi Keuangan 

drg = Dokter Gigi san = Sanitarian rem = Rekam Medis Kom = Komputer 

prw = Perawat apo = Apoteker anl = Analis Kesehatan Sop = Sopir 

bid = Bidan aa = Asisten 

Apoteker 

cus = Customer Service / 

Loket 

Cle = Cleaning Service 

prg = Perawat Gigi pny = Penyuluh adu = Administrasi Umum Jur = Juru Masak 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

4. Sarana dan Prasarana 

Sejalan dengan dukungan dari aspek SDM Kesehatan, program 

pembangunan sektor kesehatan di Kota Semarang telah mendapat 

dukungan dari aspek sarana dan prasarana, tahun 2017 ini 

sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia baik berupa aset 

maupun non aset dan serta yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, yang masing-masing terdiri dari; 

 

Tabel 1.5 

Distribusi Luas Aset Tidak Bergerak Pemerintah Kota Semarang 

Dalam Lingkup DKK Semarang Tahun 2017 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

1.  Kantor DKK 

1705 

1.169 3 Lantai Jl. Pandanaran 

2.  Bangunan 

kantor 

JAMKESMAS 

48 1 lantai Jl. Pandanaran 

3.  Bangunan 

Kantin DKK 

78 1 lantai Jl. Pandanaran 

4.  Musolla AL 

IMAN 

45 1 lantai Jl. Pandanaran 

5.  Gedung untuk 

Taman Gizi 

 80 Lahan 

Terbuka 

Jl.Nusa Indah 

Srondol 

6.  Gedung gudang 

DKK 

99 99 1 lantai Jl. Miroto 

7.  Instalasi 

Farmasi 

950 860 2 lantai Jl. Miroto 

8.  Gedung 

Perbekalan 

Farmasi 

312 312 1 lantai Jl. Miroto 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

9.  Lab. Kesehatan 320 220 1 lantai Jl. Raden Patah 

10.  Poncol 950 905 1 lantai Jl. Imam Bonjol 

11.  Pustu Poncol 200 200 1 lantai JL Pemuda 148 

12.  Miroto 1.181 400 1 lantai Jl. Taman 

Seteran Barat 

No. 3 

13.  Bandarharjo 270 246 1 lantai Jl. Tikung Baru  

Bandarharjo 

14.  Pustu Kuningan 246 98 1 lantai Jl. Boom Lama 

15.  Pustu 

Mlayudarat 

735 24,54 1 lantai Jl. Raden Patah 

78 

16.  Bululor 567 346,5 1 lantai Jl. Banowati 

Selatan II 

17.  Pustu Panggung 230 104 1 lantai Jl. Brotojoyo 

Panggung Kidul 

18.  Halmahera 3020 1350 1 lantai Jl Halmahera 

Raya No. 38 

19.  Bugangan 200 168 1 lantai Jln.Cilosari no. 

1 

20.  Karangdoro 2490 752 1 lantai Jl Raden Patah 

178 

21.  Pandanaran 1705 1000 2 lantai Jl. Pandanaran 

79 

22.  Lamper Tengah 

998 

400 1 lantai Jl Lamper 

Tengah Gg XV 

RT 01 RW 01 23.  Rumah Dinas 

Pegawai 

Paramedis 

150 1 lantai 

24.  Rumah Dinas 

Bidan 

100 1 lantai 

25.  Karangayu 427 225 1 lantai Jl.Kenconowung

u III/28 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

26.  Lebdosari 

1807 

660 1 lantai Jl. Taman 

Lebdosari 
27.  Rumdin Dokter 72 1 lantai 

28.  Rumdin Bidan 

& Perawat 

128 1 lantai 

29.  Pustu Gisik 

Drono 

280 200 1 lantai Jl. Sri Rejeki 

Raya Gisikdrono 

30.  Manyaran 1180 141 1 lantai Jl. 

Abdulrahman 

Saleh 267 

31.  Krobokan 480 400 1 lantai JL.Aribuana 

No.1 

32.  Ngemplak 

Simongan 

351 307 1 lantai Jl. Srinindito IV 

33.  Gayamsari 742 742 1 lantai Jl.Slamet Riyadi 

4 A 

34.  Pustu Pandean 

Lamper 

254 100 1 lantai Jl. Badak V 

35.  Pustu Kaligawe 

260 

42 1 lantai 
Sawah Besar 

XIII 36.  Rumah Dinas 

Kaligawe 

13,68 1 lantai 

37.  Candilama 1365 504 1 lantai Jl. DR. Wahidin 

No. 22 

38.  Pustu Jangli 684 108.5 1 lantai Jl. Ksatrian No. 

18 

39.  Kagok 388 200 1 lantai Jl. Telomoyo 

No.3 

40.  Pustu Tegalsari 987 185 1 lantai Jl. Tegalsari 

RT.02/7 

41.  Pegandan 227 190 1 lantai Jl Kendeng 

Barat III/2 

42.  Pustu Gajah 

Mungkur 

332 240 1 lantai Jl.Cikurai 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

 

43.  Genuk 

408 

375 1 lantai Jln. Genuksari 

RT 05 / III 

44.  Rumah Dinas 

Pusk. 

42 1 lantai Jln. Genuksari 

RT 05 / III 

45.  Pustu Sendang 

Indah 

80 100 1 lantai Kel. Muktiharjo 

Lor 

46.  Pustu 

Gebangsari 
2185 

299 1 lantai Jln. Gebang 

Anom Raya 

47.  Rumah Dinas 

Pustu 

59 1 lantai Jln. Gebang 

Anom Raya 

48.  Bangetayu 

4667 

687 1 lantai Jl. Wolter 

Monginsidi 

49.  Rumah Dinas 

Pusk. 

42 1 lantai Jl. Wolter 

Monginsidi 

50.  Pustu 

Karangroto 

1425 678 1 lantai Jl. Banjardowo 

51.  Pustu Kudu 

1570 

105 1 lantai RT 01 RW VII 

Karangroto 

52.  Rumah Dinas 

Pustu 

90 1 lantai RT 01 RW VII 

Karangroto 

53.  Tlogosari Wetan 

1200 

700 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 

54.  Aula Pkm 

Tlogosari Wetan 

50 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 

55.  Rumah Dinas 

Dokter 

100 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 

56.  Rumah Dinas 

Bidan 

100 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 

57.  Rumah Dinas 

Perawat 

100 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

58.  Rumah Dinas 

Perawat 

96 1 lantai Jl. Puskesmas 

Tlogosari 

59.  Tlogosari Kulon 

2615 

1137 1 lantai Taman Satrio 

Manah 2 

60.  Rumah dinas 

tenaga medis 

110 1 lantai Taman Satrio 

Manah 2 

61.  Pustu Ratu 

Ratih 

600 120 1 lantai Tlogosari Kulon 

62.  Pustu 

Muktiharjo 

Kidul 

600 

117 1 lantai Muktiharjo 

63.  Rumah dinas 

tenaga medis 

624 55 1 lantai Muktiharjo 

64.  Kedungmundu 

3124 

665 1 lantai Jl Sambiroto RT 

001/RW 001 

65.  Rumah Dinas 

Perawat 

60 1 lantai Jl Sambiroto RT 

001/RW 001 

66.  Rumah negara 

golongan II type 

D permanen 

60 1 lantai Jl Sambiroto RT 

001/RW 001 

67.  Rumah Dinas 

Dokter 

72 1 lantai Jl Sambiroto RT 

001/RW 001 

68.  Puskesmas 

Pembantu 

Sendangguwo 

469 469 1 lantai Jl Sendangguwo 

Raya 

69.  Pustu 

Sendangmulyo 

1587 1587 1 lantai Jl Raya 

Pekuncen 

Klipang 

70.  Pustu 

Sambiroto 

1815 1815 1 lantai Jl Sambiroto 

Asri Raya 

71.  Pustu 

Manguharjo 

953 953 1 lantai Jl Mangunharjo 

Raya no 21 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

72.  Rowosari 1487 240 1 lantai Jl. Raya 

Rowosari 

73.  Puskesmas 

Rowosari/Metes

eh 

1400 736 2 lantai Jln.Tunggu 

Raya Meteseh 

74.  Pustu Bulusan 1220 110 1 lantai Jl. Timoho Raya 

75.  Ngesrep 2217 2217 1 lantai Jl.Teuku Umar 

no.271 

76.  Srondol 1420 400 1 lantai Jl Setiabudi No 

209 

77.  Padangsari 

1400 

400 1 lantai Jl. Meranti Raya 

78.  Rumdin Dokter 57 1 lantai Jl. Meranti Raya 

79.  Rumdin Dokter 

Gigi 

97 1 lantai Jl. Meranti Raya 

80.  Rumdin Bidan 55 1 lantai Jl. Meranti Raya 

81.  Pudakpayung 1485 330 1 lantai Jl.  Payung Mas 

82.  Pustu 

Pudakpayung 

480 148 1 lantai Jl. Perintis 

Kemerdekaan 

83.  Gunungpati 
1668 

760 1 lantai Jl. Mr Wuryanto 

84.  Rumdin Bidan 54 1 lantai Jl. Mr Wuryanto 

85.  Pustu Sadeng 1234 105 1 lantai Desel, Kel 

Sadeng 

86.  Pustu 

Pongangan 

2754 145 1 lantai Jl. Raya 

pongangan 

87.  Pustu 

Sumurrejo 

1087 98 1 lantai Jl.Raya 

Gunungpati 

88.  Sekaran 

2542 

500 1 lantai Jln.Rambutan 

44 

89.  Rumdin Pusk. 56 1 lantai Jln.Rambutan 

44 
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No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

90.  Pustu Patemon 

1920 

56 1 lantai Jln.Mr.Koesbiyo

no Tjondro 

birowo Muntal 

Patemon 

91.  Rumdin Pustu 48 1 lantai 

92.  Mijen 6971 860 2 lantai Jln. RM Hadi 

Soebeno S No 

146 -148 

93.  Pustu 

Pesantren 
1300 

275 1 lantai Wonorejo Rt 02 

RW 02 Kel. 

Pesantren 
94.  Rumdin Pustu 56 1 lantai 

95.  Pustu Wonolopo 

960 

125 1 lantai Jln. Kuripan RT 

01 RW 01 Kel. 

Wonolopo 96.  Rumdin Pustu 48 1 lantai 

97.  Karangmalang 

2140 

444 1 lantai Jl Rm 

Soebagyono 

Tjondro 98.  Rumdin Pusk. 80 1 lantai 

99.  Tambakaji 4497 680 1 lantai Jl. Raya 

Walisongo 

100.  Purwoyoso 791 500 1 lantai Jl.Siliwangi 572 

101.  Ngaliyan 

3096 

683 1 lantai Jl Wismasari 

raya 

102.  Rumdin 

Paramedis 

45 1 lantai  

103.  Pustu Podorejo 

669 

105 1 lantai Dukuh 

Kaliancar 

104.  Rumdin Pustu 45 1 lantai Dukuh 

Kaliancar 

105.  Pustu 

Gondoriyo 
493 

180 1 lantai Jl. Gondoriyo  

106.  Rumdin Pustu 45 1 lantai Jl. Gondoriyo  

107.  Pustu Beringin 180 80 1 lantai Jl. Kaliancar 

108.  Mangkang 1560 1356 1 lantai Jl. Jend. Urip 

Sumoharjo 
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No 
Kantor/Ins 

/Puskesmas 

Luas Aset (M2) Ket. 

Lokasi 
Lahan 

Bangun

an 
Bangunan 

109.  Rumdin Dokter 

108 

56 1 lantai Jl Irigasi 

mangkang 

Kulon 110.  Rumdin Bidan 45 1 lantai 

111.  Pustu 

Mangkang 

1560 108 1 lantai Jl. Laut 

Mangunharjo 

112.  Karanganyar 2835 480 1 lantai JL.Tirto 

Karanganyar 

 

 

C. PERMASALAHAN UTAMA 

Pengembangan pencapaian visi “Terwujudnya Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota Semarang yang Terbaik Se-Jawa Tengah 

Tahun 2021.” Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dibidang kesehatan di masa lalu serta hal-hal yang 

masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan  

permasalahan agar dapat disusun perencanaan pembangunan 

kesehatan untuk jangka lima tahun ke depan. Selanjutnya rumusan 

permasalahan tersebut dikelompokan menjadi isu strategis yang 

merupakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas.  

Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang 

bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal 

di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan. Dengan 

demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan kesehatan 

dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan 

kebijakan pembangunan Kesehatan Kota Semarang. 
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Berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut di atas maka 

diketahui permaslahan utama antara lain : 

a. Masih Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi 

b. Masih Tingginya kasus Demam berdarah dengue (DBD) 

c. Mesih rendahnya penemuan kasus baru HIV 

d. Meningkatnya kasus TB paru 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP 

BAB I.  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Gambaran Umum Organisasi 

C. Permasalahan Utama 

D. Sistematika Penulisan LKj-IP 

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

A. Rencana Strategis 

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

BAB IV Penutup 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

1. VISI  

Pemerintah Kota Semarang memiliki Visi dan Misi untuk 

perencanaan jangka panjang yang tercantum dalam Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maupun jangka 

menengah Daerah (RPJMD), kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen periode satu tahun. 

LKjIP ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kota 

Semarang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang selama tahun 

2017, sebagaimana tertuang di dalam Perubahan RPJMD periode 2016 – 

2021 visi pemerintah Kota Semarang adalah “TERWUJUDNYA SEMARANG 

KOTA PERDAGANGAN DAN JASA,YANG HEBAT  MENUJU MASYARAKAT 

SEMAKIN SEJAHTERA”. 

 

2. MISI 

Untuk mewujudkan Visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang 

Hebat menuju masyarakat Semakin Sejahtera “di tempuh melalui 4 

(empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan 

Berkualitas; 

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik ; 
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3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan 

Lingkungan ; 

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan lokal dan 

Membangun Iklim Usaha yang Kondusif ; 

 

Adapun pelaksanaan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 

Semarang akan di jabarkan melalui Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yaitu  “TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 

KOTA SEMARANG YANG TERBAIK SE JAWA TENGAH TAHUN 2021 “ 

Visi tersebut mengandung filosofi pokok yaitu Kesehatan adalah 

tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan 

swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran 

individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan 

mereka, hanya sedikit hasil yang akan dapat dicapai. Perilaku masyarakat 

kota Semarang yang mandiri untuk hidup sehat diharapkan adalah yang 

bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam 

gerakan kesehatan masyarakat. Disamping itu semua lapisan masyarakat 

di Kota Semarang juga mempunyai akses dan mampu menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai penjabaran visi yang telah 

ditetapkan. Adapun rumusan Misi Dinas kesehatan Kota Semarang adalah 

: 

1.  Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Sumber daya Kesehatan 

yang Handal dan Berprestasi ; 

2.  Meningkatkan Upaya Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan; 

3.  Mengembangkan Kemitraan dan Menggerakkan Masyarakat untuk 

Hidup Sehat ; 

4.  Mengembangkan Keunggulan Teknologi Informasi ; 

 

3. TUJUAN DAN SASARAN 

Untuk mencapai keempat misi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada 

masing–masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap 
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perumusan strategis yang menunjukan tingkat perioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan lima tahun pada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur 

kinerja secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu 

tahapan perumusan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam 

penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala 

dinas tidak dijabarkan secara sistematik ke dalam tujuan, maka program 

kepala dinas akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya. 

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan 

kesehatan yang diperoleh dari berbagai pencapaian program prioritas 

terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis 

kinerja maka perencanaan pembangunan dibidang kesehatan pun 

menggunkanan prinsip yang sama. Rencana strategis pembangunan 

kesehatan lebih ditekankan pada target kinerja,baik pada 

dampak,hasil,maupun keluaran dari suatu kegiata,program,dan sasaran. 

Perumusan tujuan dari visi misi Dinas Kesehatan menjadi landasan 

pembuatan Renja pada setiap tahunnya. Tujuan adalah pernyataan – 

pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan 

yang ada. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyususun  pilihan 

– pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan 

tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan  Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 – 2021 disajikan pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel. 2.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021 

Visi : Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera 

Misi : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan  

derajat 
Sasaran 1:  

 

1. Peningkatan Promosi, kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat; 
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kesehatan 

masyarakat 

Meningkatnya 

promosi 

kesehatan, 

kesehatan 

masyarakat dan 

kesehatan 

lingkungan 

 

Peningkatan 

promosi, kesehatan 

masyarakat dan 

lingkungan 

 

2. Peningkatan perbaikan gizi 

masyarakat; 

3. Peningkatan keselamatan ibu 

melahirkan dan anak 

4. Peningkatan pelayanan kesehatan 

lansia 

 
Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit 

menular dan 

tidak menular 

 

Peningkatan 

pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit menular 

dan tidak menular 

1. Peningkatan pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular 

dan tidak menular 

 
Sasaran 3 : 

Meningkatnya 

pelayanan 

kesehatan 

primer, rujukan 

dan jaminan 

kesehatan 

 

Peningkatan 

pelayanan 

kesehatan primer 

dan rujukan 

1. Peningkatan pelayanan BLU 

2. Peningkatan standarisasi pelayanan 

kesehatan 

3. Peningkatan pengadaan, peningkatan 

dan perbaikan sarana prasarana 

puskesmas 

4. Peningkatan upaya kesehatan 

masyarakat 

5. Peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat miskin 

6. Peningkatan obat dan perbekalan 

kesehatan  

 
Sasaran 4 : 

Meningkatnya 

sumber daya dan 

informasi 

kesehatan 

 

Peningkatan 

sumberdaya dan 

informasi kesehatan 

1. Peningkatan pembangunan meliputi 

informasi kesehatan 

2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur 

3. Peningkatan tertib administrasi 

pelaporan kinerja keuangan 

4. Peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi aparatur 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

2017 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 
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MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN 

BERBUDAYA 

1 Meningkatnya Promosi 
Kesehatan, Kesehatan 

Masyarakat dan Kesehatan 
Lingkungan  

1 

Prosentase Promosi Kesehatan 

Melalui Media 90 % 

  

2 

Prosentase Rumah Tangga 

Berperilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 

55 % 

  
3 

Prosentase Prevalensi Balita Gizi 

Buruk 
0,38 % 

  
4 

Prosentase Puskesmas yang 

memiliki Gizi Center 
40 % 

  5 Jumlah Kematian Ibu Maternal 31 kasus 

  6 Jumlah Kematian Bayi 197 kasus 

     

2 Meningkatnya Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 

1 
Angka Keberhasilan Pengobatan 

TB BTA + (%) 
85 % 

  
2 

Incidence Rate DBD  

(/100.000 penduduk) 

25 

 

  
3 

Prosentase ODHA yang aktif 

minum ARV 
45 % 

     

3 Meningkatnya Pelayanan 

Kesehatan Primer, Rujukan 

dan Jaminan Kesehatan 

1 

Presentase Respon Time 

Ambulan Hebat (Si Cepat) 

Layanan Kesehatan Sesuai SOP 

85 % 

  2 Prosentase Puskesmas Branding 20 % 

  
3 

Cakupan Masyarakat Miskin 

yang terdaftar dalam JKN-KIS 
75 % 

     

4 Meningkatnya Sumber Daya 

dan Informasi Kesehatan 

(SDK) 

1 
Jumlah Rumah Sakit yang 

terkoneksi 
5 unit 
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Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kota Semarang 

juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan kinerja. Jumlah 

anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017 mengacu pada 

jumlah perubahan anggaran tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel . 2.2 

Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Kienrja (PK) Tahun Anggaran 2017 

Dinas Kesehatan Kota Semarang 

No PROGRAM ANGGARAN 
 

KET 

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.550.217.200 APBD 

2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4.234.974.000 APBD 

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 361.200.000 APBD 

4 
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 
49.316.000 APBD 

5 Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.409.446.000 APBD 

6 Upaya Kesehatan Masyarakat 154.806.386.514 APBD 

7 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.076.788.000 APBD 

8 Perbaikan Gizi Masyarakat 452.050.000 APBD 

9 Pengembangan Lingkungan Sehat 5.650.471.683 APBD 

10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8.696.015.000 APBD 



 

  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) URUSAN WAJIB KESEHATAN  2017 42 

  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

11 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 548.140.000 APBD 

14 
Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana 

Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan 

Jaringannya 

10.722.428.000 APBD 

15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 365.723.000 APBD 

16 Peningkatan Pelayananan Kesehatan Lansia 100.000.000 APBD 

17 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 54.668.000 APBD 

18 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4.531.875.000 APBD 

19 Informasi Kesehatan 628.730.000 APBD 

    

 TOTAL 208.238.428.397  

Rencana kinerja tahunan disusun berdasar rencana stratejik tahun 

2016-2021, dimana untuk mewujudkan sasaran stratejik tersebut, 

dilakukan melalui berbagai kegiatan. Antara sasaran stratejik dengan 

kegiatan harus mempunyai kesesuaian, dimana  satu kegiatan, maksimal 

hanya mempunyai satu sasaran.  

Didalam rencana kinerja tahunan terdapat beberapa komponen yaitu: 

pernyataan sasaran beserta indikatornya, nama program dan nama kegiatan 

yang disertai berbagai indikator kinerjanya. Kinerja tahun 2017 masih terlalu 

luas untuk tahap implementasinya sehingga perlu dievaluasi dari aspek 

anggaran dan dibuat suatu rencana operasional yang secara teknis mengatur 

secara detil pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.  

 

PENETAPAN CAPAIAN  

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 

NO 
SASARAN PEMBANGUNAN 

KOTA SEMARANG  

 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

TAHUN 2017 

 (1)  (2) (3) 

     

MISI. I  MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SEMARANG YANG BERKUALITAS 
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1 
Meningkatnya pelayanan 

kesehatan ibu sesuai standar 
1 

Jumlah Kematian Ibu 

Maternal 
31 orang 

2 

Meningkatnya pelayanan 

kesehatan bayi dan balita sesuai 

standar 

2 Jumlah Kematian Bayi 197 kasus 

 
  

3 
Angka Kematian Balita 

(AKaBa ) 

8,56/ 1.000 

KH 

3 
Meningkatnya  pelayanan gizi 

sesuai standar 
4 Prevalensi Gizi Buruk 0.38 

4 
Meningkatnya pencegahan dan 

pemberantasan penyakit 
5 Inciden Rate (IR) DBD 

25/ 100.000 

penduduk 

 
  

6 Prevalensi HIV/AIDS 
< 1,5/ 10.000 

penduduk 

 
  

7 
Angka Keberhasilan 

pengobatan TB 
85 % 

5 
Tersedianya anggaran untuk 

Jaminan BPJS bagi warga miskin 
8 

Cakupan Warga Miskin yg 

terdaftar dalam JKN-KIS 
75 % 

6 

Meningkatnya promosi 

kesehatan, pembiayaan, dan 

pemberdayaaan dalam 

mewujudkan keluarga ber PHBS 

9 Angka Bebas Jentik 85 % 

7 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

kesehatan dan meningkatnya 

sarana prasarana kesehatan 

10 
Presentase Puskesmas yang 

telah terakreditasi 
20 % 

   

11 

Persentase Industri rumah 

tangga pangan yang 

menerapkan CPP BIRT 

86 % 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu 

instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu 

tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan 

atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan tujuan,sasaran, kebijakan dan program. 

LKjIP Dinas Kesehatan Kota Semarang menyajikan data capaian kinerja 

setiap sasaran yang tertuan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran 

kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator 

kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran LKjIP 

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017 juga menyajikan capaian 

kinerja kegiatan tahun 2017 yang dibiayai dari dana APBD Kota Semarang. 

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program kegiatan 

merupakan prasyarat bagi Pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah 

target kinerja yang ditetapkan awal tahun melalui perencanaan kinerja 

(performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2017 target kinerja 

tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui gap kinerja. 

Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk 

peningkatan kinerja dimasa mendatang. 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
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Bagian ini menguraikan capaian kinerja yang menjelaskan capaian 

kinerja secara umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. 

Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan dalam satu analisis. 

 

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Ringkasan capaian kinerja pada indikator kinerja utama merupakan hasil 

capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebagai berikut : 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 

REALISASI 

TAHUN 

2016 
  TARGET REALISASI % 

      

1 
Jumlah Kematian Ibu 

Maternal 

31 orang 23 orang 134,8  32 orang 

2 Jumlah Kematian Bayi 197 kasus 197 kasus 100 201 kasus 

3 
Angka Kematian Balita 

(AKaBa) 

8,56/ 1.000 

KH 

8,75/1.000 

KH 

102 8,81/1.000 

KH 

4 Prevalensi Gizi Buruk 0,38 0,37 102,7 0,29 

5 Inciden Rate (IR) DBD 

25/ 

100.000 

penduduk 

18,10/ 

100.000 

penduduk 

138,1 25,22 

6 Prevalensi HIV/AIDS 
< 1,5/ 

10.000 

penduduk 

1,12/ 

10.000 

penduduk 

133,9  0,88 

7 
Angka Keberhasilan 

pengobatan TB 
85 % 90,5% 106,4 84% 

8 
Cakupan Warga Miskin yg 

terdaftar dalam JKN-KIS 

75 % 100% 133,3 58 % 

9 Angka Bebas Jentik 85 % 87,84% 103,3 85% 

10 
Presentase Puskesmas 

yang telah terakreditasi 

20 % 91,89% 459 35,14% 

11 

Persentase Industri 

rumah tangga pangan 

yang menerapkan CPP 

BIRT 

86 % 80% 93,02 81,50% 
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Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 

2017 sebanyak 11 indikator kinerja. Hampir seluruh realisasi capaian 

indikator kinerja telah melebihi capaian 100 %, kecuali pada persentase 

industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT. Belum 

tercapaiannya indikator ini disebabkan karena industri rumah tangga yang 

mengikuti penyuluhan keamanan pangan belum tentu mendapatkan 

sertifikat PIRT, hal ini disebabkan karena masih didapatkan hal-hal yang 

belum sesuai dengan CPP BIRT 

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

menyatakan Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 

Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 

Pada Pasal 4 dinyatakan pula bahwa Fasilitas Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 

tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

menyatakan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. Atas 

dasar peraturan tersebut ditahun 2017 Puskesmas se- Kota Semarang telah 

terakreditasi hampir seluruhnya.  

 

 

 

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TH 

2017 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

PADA 

RENSTRA 

TH 2017 

CAPAIAN KINERJA 
REALISA

SI 

TAHUN 

2016 

TARGET 

TAHUN 

2017 

REALISASI 

TAHUN 

2017 

% 

        

MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA 

1 Meningkatnya 

Promosi 
Kesehatan, 

Kesehatan 

1 Prosentase 

Promosi 

90 % 

 

90% 

100 % 
111,11 

% 
80 % 
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Masyarakat 

dan Kesehatan 

Lingkungan  

Kesehatan 

Melalui Media 

 

  

2 

Prosentase 

Rumah Tangga 

Berperilaku 

Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 

55 % 55% 92,34% 
167,89 

% 
92,29% 

  

3 

Prosentase 

Prevalensi Balita 

Gizi Buruk 

0,38 % 0,38 % 0,37 % 
102,7 

% 
0,29% 

  

4 

Prosentase 

Puskesmas yang 

memiliki Gizi 

Center 

40 % 40% 27,83 
69,58 

% 
0 

  

5 

Jumlah Kematian 

Ibu Maternal 
31 

kasus 

31 

kasus 

23 

kasus 

134,78 

% 

32 

kasus 

  

6 

Jumlah Kematian 

Bayi 

 

197 

kasus 

197 

kasus 

197 

kasus 

100 % 201 

kasus 

2 Meningkatnya 

Pencegahan 

dan 

Penanggulanga

n Penyakit 

Menular dan 

Tidak Menular 

1 

Angka 

Keberhasilan 

Pengobatan TB 

BTA + (%) 

85 % 

 

 

 

85% 

 

 

 

90,5% 

106,47 

% 

 

 

 

84% 

  

2 

Incidence Rate 

DBD  

(/100.000 

penduduk) 

 

25 

 

25 18,10 
138,12 

% 
25,22 

  

3 

Prosentase ODHA 

yang aktif minum 

ARV 

45 % 45 70 
155,5 

% 
40 

3 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesehatan 

Primer, 

Rujukan dan 

Jaminan 

Kesehatan 

1 

Presentase 

Respon Time 

Ambulan Hebat 

(Si Cepat) 

Layanan 

Kesehatan Sesuai 

SOP 

85 % 85 % 100 % 
117,64 

% 
0 

  

2 

Prosentase 

Puskesmas 

Branding 

20 % 20% 21,52% 
107,6 

% 
10 % 
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3 

Cakupan 

Masyarakat 

Miskin yang 

terdaftar dalam 

JKN-KIS 

75 % 75 % 100 % 
133,3 

% 
58 % 

4 Meningkatnya 

Sumber Daya 

dan Informasi 

Kesehatan 

(SDK) 

1 

Jumlah Rumah 

Sakit yang 

terkoneksi 

5 unit 5 5 100% 5 

 

 

 

 

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan 

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, 

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian 

target-target kinerja yang telah ditetapkan, serta solusi dan rencana tindak 

lanjut yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan peningkatan 

kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. 

 

 

 

SASARAN I :  

MENINGKATNYA PROMOSI KESEHATAN, KESEHATAN MASYARAKAT 

DAN KESEHATAN LINGKUNGAN  

 

Untuk mencapai sasaran I dilakukan melalui strategi Peningkatan Promosi, 

Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan meliputi program : 

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 

c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 

e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 



 

  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) URUSAN WAJIB KESEHATAN  2017 49 

  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 

 

A. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA  

TAHUN 2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Prosentase promosi 

kesehatan melalui 

media 

90 % 90 % 100 % 111,11 80 % 

2 

Prosentase Rumah 

tangga berperilaku 

hidup bersih dan sehat 

(PHBS) 

55 % 55 % 92,29 % 167,8 50 % 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang adalah berhasil meningkatkan Presentase promosi kesehatan 

melalui media dari realisasi sebesar 11,11% dari target sebesar 90 %. Hal 

ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 80%. Kegiatan 

promkes melalui media elektronik diwujudkan dalam pembuatan iklan 

layanan masyarakat dengan berbagai tema kesehatan dan materi edukasi 

melalui radio, penayangan iklan layanan masyarakat melalui video jaringan 

yang terdapat di setiap puskesmas di Kota Semarang dan dapat diakses 

pada website resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukan 

kecenderungan peningkatan hal ini dapat dilihat indikator Persentase 

rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2015 

sebesar 90,94 % dan target tahun 2016 adalah 50%. Realisasi tahun 2016 

sebesar 92,29% (ini merupakan hasil total dari indikator paripurna 27,39% 

dan indikator utama sebesar 64,90%). Dalam melaksanakan survey rumah 

tangga sehat tidak hanya melibatkan petugas kesehatan saja tetapi juga 

melibatkan peran serta TPPKK dan hal ini menjadi kinerja pokja IV TPPKK. 

 

 

B. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 
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NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA 

 TAHUN 2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Angka Bebas Jentik 

(ABJ) 
84% 84% 85% 101,19 84% 

2 

Prosentase Kelurahan 

yang melaksanakan 

Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) 
80% 80% 94% 117,5 80% 

3 Rumah Sehat 86% 86% 88% 104,76 86% 

4 
Tempat-tempat Umum 

Sehat 
82% 82% 85% 103,65 82% 

5 
Proporsi Kelurahan 

Siaga aktif Mandiri 
20% 20% 24% 120 20% 

6 Cakupan Air Bersih 93,8% 93,8% 94% 100,21 93,8% 

7 
Kualitas Air Minum 

memenuhi syarat 
82% 82% 82% 100 82% 

8 
Kualitas Air Bersih 

memenuhi syarat 
77% 77% 97% 125,97 77% 

9 
Penduduk yang 

memanfaatkan jamban 
96% 96% 99% 103,12 96% 

10 

Rumah yang 

mempunyai Saluran 

Pembuangan Air 

Limbah 
88% 88% 89% 101,36 88% 

11 

Tempat Pembuangan 

Sampah yang 

memenuhi syarat 

kesehatan 

92% 
92% 92% 100 92% 

12 
Tempat Pengelolaan 

Pestisida sehat 
98% 98% 98% 100 98% 

13 Institusi yang dibina 82% 82% 84% 102,43 82% 

14 

Industri Rumah Tangga 

Makanan minuman 

yang memenuhi syarat 

kesehatan 
81% 81% 86% 106,17 81% 

15 
Tempat Pengeloaan 

Makanan Sehat 
82% 82% 86,59% 105,59 82% 

16 
Tercapainya 

Swastisaba Wistara 
50 % 50 %   25 % 

 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 
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Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang adalah berhasil meningkatkan angka bebas jentik (ABJ) dari yang 

ditargetkan 84 % menjadi 85 %. Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2016 

sebesar 84% dan realisasi di tahun 2017 sebesar 85 % hasil ini masih jauh 

dari angka ideal sebesar 95%.  

Hasil realisasi kinerja program pengembangan lingkungan dapat 

diketahu sebagai berikut :  

1. Di Kota Semarang presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2017 sebesar 94 % dari target 

sebesar 80% hal ini disebabkan karena didukung oleh kegiatan Hibah 

Intensif Kota/Daerah (HIK/HID) yang mewajibkan kelurahan untuk 

melaksanakan STBM .  

2. Penduduk yang memanfaatkan jamban, keberadaan jamban sehat dan 

pemanfaatannya juga merupakan barrier bagi penularan penyakit. 

Kepala Keluarga yang telah memanfaatkan jamban keluarga semakin 

baik yaitu pada tahun 2015 sebesar 96 % dan pada tahun 2016 naik 

sebesar 99 %.  

3. Rumah yang mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah pada rumah 

tangga juga dapat menjadi sumber penularan penyakit, hal ini dapat 

dicegah melalui pengelolaan sederhana terhadap air limbah 

tersebut,dimana cakupan mengalami peningkatan dari tahun 2015 

sebesar 88 % dan pada tahun 2016 naik sebesar 89 %.  

4. Tempat pengelolaan makanan sehat dari tahun 2015 sebesar 82 % dan 

pada tahun 2016 naik sebesar 86,59%. Upaya penyehatan tempat 

pengelolaan makanan tidak hanya mengawasi sanitasi dan pengelolaan 

makanan di restoran/rumah makan serta jasa boga yang sangat 

mendesak dan penting adalah upaya pengawasan terhadap 

penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang.  

5. Kualitas air bersih pada tahun 2016 meningkat dari 77% di tahun 2015 

menjadi 97% hal ini disebabkan karena adanya kegiatan monitoring 

dan koordinasi dengan pihak PDAM yang lebih intensif.  

 

 

C. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Prosentase Prevalensi 

balita gizi buruk 
0,38 % 0,38 % 0,37 % 97,36 0,39 % 

2 

Prosentase Puskesmas 

yang memiliki Gizi 

Center 
40 % 40 % 27,03 % 67,5 0 
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil 

pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang 

tercermin dari hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu. 

 

1. Capaian puskesmas yang memiliki gizi center baru mencapai 27,03% 

dari target 40%.  
 

2. Prevalensi Gizi buruk,telah dilakukan upaya perbaikan gizi kepada 

masyarakat yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,29% dan pada tahun 

2017 terjadi kenaikan mencapai 0,37%, dan 100 % telah mendapat 

perawatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Angka Kelangsungan 

Hidup Bayi per/ 1000 

Kelahiran Hidup  

91,7 

per/1000 

KH 

91,7 

per/1000 

KH 

per/10

00 KH 

100,

85 

92,48 

per/10

00 KH 

2 
Cakupan Kunjungan 

Bayi 
95,5% 95,5% % 

102,

72 98,01% 

3 
Angka Kematian Balita 

(AKABA) 

20 per 

1000 KH 

20 per 

1000 KH 

 per 1000 

KH 

155,

95 

8,81 per 

1000 KH 

4 
Pelayanan Kesehatan 

Balita 
93,9 % 93,9 % 94, 34 %  93,96% 
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5 

Cakupan kunjungan 

Neonatal Pertama 

(KN1) 
94% 94% % 

100,

74 94,7% 

6 

Cakupan Kunjungan 

Neonatal Lengkap (KN 

Lengkap) 
94% 94% % 

100,

74 94,7% 

7 

Cakupan Neonatal 

Komplikasi yang 

ditangani 
75% 75% 83,49% 

111,

32 82,86% 

8 Cakupan BBLR 0,5% 0,5% 0,9% 180 1,05% 

9 SDIDTK APRAS 86% 86% 99,83% 

116,

08 113,93% 

10 
Cakupan Penjaringan 

Kesehatan Siswa SD 95% 95% 100% 

105,

26 100% 

11 
Cakupan Penjaringan 

Kesehatan Siswa SMP 85% 85% 95% 

111,

76 98,08% 

12 
Cakupan Penjaringan 

Kesehatan Siswa SMA 
85% 85% 95% 

111,

76 93,23% 

13 

Pelayanan kesehatan 

pada usia pendidikan 

dasar 

100 % 100 % 99,54 %  98 % 

14 

Cakupan puskesmas 

yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

remaja 
67% 67% 80% 

119,

40 73,55% 

15 

Pencegahan dan 

penanganan kekerasan 

perempuan dan anak 
85% 85% 100% 

117,

64 100% 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

dapat diketahui bahwa : 

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per/ 1000 kelahiran hidup mengalami 

kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 92,22/1.000 KH dan pada 

tahun 2017 sebesar 92,44/KH.  

2. Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal 

sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran 

hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan 

baik terhadap kesakitan maupun kematian.  

3. Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2017 sebesar 197 

kasus atau sebesar 7,56 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 

2016 mengalami penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 201 kasus 

atau sebesar 7,63 per 1000 KH. Angka Kematian Balita mengalami 

penurunan yaitu di tahun 2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH (16 kasus), 
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dan pada tahun 2017 sebesar 8,75 per 1.000 KH (16 kasus).  

4. Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan 

kesehatan ibu saat kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami 

anemia dan kekurangan energy kronis (KEK). Dari data yang 

didapatkan ibu hamil yang anemia meningkat dari tahun 2015 yaitu 

sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun 2016. Sedangkan ibu hamil 

KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi 6,95% di tahun 2016

E. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN 

ANAK. 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Jumlah kematian Ibu 

Maternal 
33 

Kasus 

33 

Kasus 

 23 

Kasus 
100,00 32 Kasus 

2 Angka Kematian Bayi      

3 Jumlah Kematian Bayi 
225 

Kasus 

225 

Kasus 
 Kasus 

110,67 201 Kasus 

4 
Pelayanan kesehatan 

ibu hamil 
98 % 98 % 98 %  97,50 % 

5 
Pelayanan kesehatan 

ibu bersalin 
98 % 98 % 100 %  97,58 % 

6 
Pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 
96 % 96 % 95 %  94,66 % 

7 

Cakupan komplikasi 

kebidanan yang 

ditangani (%) 

33 

orang 

33 

orang 

 orang 

99,00 32 orang 

8 

Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 

kesehatan (%) 97,8 % 97,8 % 

 % 

 97,58 % 

9 
Kunjungan Ibu Hamil 

K-4 95,5 % 95,5 % 
 % 

 97,5 % 

10 
Persalinan oleh nakes 

di faskes 95 % 95 % 
 % 

 97,58 % 

11 Kunjungan Nifas 
85,5 % 85,5 % 

 % 
 88,23 % 

12 
Ibu hamil RESTI yang 

dirujuk 25 % 25 % 
 % 

 27,14 % 

13 
Bumil komplikasi yang 

ditangani 
100 % 100 % 100 % 100 100 % 

14 Puskesmas PONED 
  6 buah 100 6 buah % 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan 
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Ibu Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa : 

1. Angka Kematian Ibu (AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting 

dalam derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah 

wanita yg meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan 

gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan 

atau insidentil) selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas (42 

hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 

100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan 

kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi 

status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama 

kehamilan dan melahirkan.  

2. Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun 

2016 sebesar 32 kasus dan pada tahun 2017 turun sebesar 27 kasus, 

hal ini terjadi karena dilakukan berbagai upaya antara lain: (a). 

Pembinaan Walikota dan Wakil Walikota kepada Direktur Rumah Sakit, 

(b). Pembinaan Rumah Sakit PONEK ke Puskesmas PONED, (c). 

Supervisi fasilitatif ke Bidan Praktek Mandiri (BPM), Puskesmas dan 

Rumah Sakit, (d). Pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas 

kesehatan, (e). Adanya tenaga surveilan kesehatan (GASURKES KIA) 

untuk memantau dan mendampingi ibu hamil, sampai nifas terutama 

yang beresiko tinggi, koordinasi dengan anggota profesi terutama POGI, 

PERSI dan IBI.  

3. Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada 

tahun 2016 sebesar 100 % dan pada tahun 2017 sebesar 100 %.  

4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 97,58 % dan pada tahun 

2017 sebesar 97,58 %.  

 

F. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Kelompok usia lanjut 

aktif 
92 % 92 %   97,78 % 

2 
Pelayanan kesehatan 

pada usia lanjut 
67 % 67 % 102,96 %  56,35 % 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

Berdasarkan data indikator kinerja program peningkatan pelayanan 

kesehatan lansia dapat diketahui bahwa kelompok usia lanjut aktif pada 

tahun 2016 sebesar 97,78 % dan pada tahun 2017 naik sebesar 100 %. 

 

SASARAN II : 
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MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 

MENULAR DAN TIDAK MENULAR 

 

Untuk mencapai sasaran II dilakukan melalui strategi Peningkatan 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 

meliputi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak 

Menular 

 

G. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 

MENULAR/ TIDAK MENULAR 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Incident Rate Demam 

Berdarah Dengue 

(DBD) 

25 per 

100.000 

penduduk 

25 per 

100.000 

penduduk 

  

25,22 per 

100.000 

penduduk 

2 
Pelayanan kesehatan 

pada usia produktif 
100 % 100 % 31,60 %  0 

3 

Pelayanan kesehatan 

pada penderita 

hipertensi 

100 % 100 % 8,54 %  0 

4 
Pelayanan kesehatan 

penderita DM 
100 % 100 % 50,64 %  0 

5 

Pelayanan kesehatan 

orang dengan 

gangguan jiwa berat 

100 % 100 % 100 %  0 

6 
Pelayanan kesehatan 

orang dengan TB 
100 % 100 % 104, 52 %  123 % 

7 

Pelayanan kesehatan 

orang dengan resiko 

terinfeksi HIV 

100 % 100 % 88, 16 %  58,54 % 

8 

Penemuan dan 

penanganan Penderita 

DBD (%) 

100% 100% 100% 100 100% 
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9 

Kasus Demam 

Berdarah yang 

dilakukan PE < 48 jam 

60% 60% 63,5% 

105,8

3 68% 

10 

Kasus demam 

berdarah yang di 

fogging sesuai standar 

< 5 hari 

75% 75% 97,1% 

129,4

6 75% 

11 

Case Fatality Rate 

Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 

1,5% 1,5% 5,13% 342 1,2% 

12 

Penderita demam 

berdarah yang 

ditangani 

100% 100% 100% 100 100% 

13 

Penemuan dan 

penanganan penderita 

penyakit TBC, BTA (%) 
77% 77% 70% 90,9 75% 

14 
Angka keberhasilan 

pengobatan TB BTA (+) 
85 % 85 %   84 % 

15 

Cakupan kelurahan 

UCI (Universal Child 

Imunization) (%) 
100% 100% 100% 100 100% 

16 
AFP rate per 100.000 

penduduk usia <15 th 
2% 2% 2% 100 2% 

17 

Kelurahan yang 

mengalami KLB PD3I 

dan keracunan 

makanan yang 

ditangani < 24 jam 
100% 100% 100%% 100 100% 

18 

Jejaring surveilans 

PTM di RS dan 

Puskesmas yang 

mantap 
80% 80% 80% 100 80% 

19 

Puskesmas yang 

melakukan deteksi dini 

PTM tertentu 
85% 85% 85% 100 85% 

20 
Ketepatan laporan 

penyakit tidak menular 
80% 80% 80% 100 80% 

21 
Kelengkapan laporan 

penyakit tidak menular 
90% 90% 90% 100 90% 

22 Cakupan BIAS 

97% 97% 98% 

101,0

3 97% 
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23 
Cakupan imunisasi 

CJH 

100% 100% 100% 100 100% 

24 
Cakupan pelacakan 

K3JH 

100% 100% 100% 100 100% 

25 

Cakupan Penemuan 

penderita pneumonia 

balita  
90% 90% 110% 

122,2

2 90% 

26 Angka kematian diare 1% 1% 0,02% 2 1% 

27 

Proporsi kasus TB yang 

berhasil diobati dengan 

DOTS (suskses rate) 84% 84% 84% 100 83% 

28 
Prosentase kasus IMS 

yang diobati 76% 76% 90% 

118,4

2 74% 

29 

Penderita yang selesai 

pengobatan Kusta 

(RFT) 73% 73% 90% 

123,2

8 70% 

30 

Prevalensi HIV/AIDS 

persen dari total 

populasi per 10.000 

penduduk 

1,5 per 

10.000 

penduduk 

1,5 per 

10.000 

penduduk 

0,88 per 

10.000 

penduduk 58,66 

2 5 per 

10.000 

penduduk 

31 
Prosentase ODHA yang 

aktif minum ARV 
45 % 45 %   40 % 

32 

Proporsi penduduk 

usia 15-24 tahun yang 

memiliki pengetahuan 

komprehensif tentang 

HIV dan AIDS 

67% 

67% 70% 

104,4

7 65% 

 Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

 

Berdasarkan data indikator Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular dapat diketahui bahwa : 

1. Tahun 2016 Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota 

Semarang 25,22 per 100.000 penduduk. Tahun 2017 IR DBD Kota 

Semarang lebih rendah dari tahun 2016 yang mencapai 18,10 per 

100.000 penduduk. Hal tersebut merupakan salah satu bukti 

kontribusi penempatan petugas surveilan kesehatan (Gasurkes) mulai 

tahun 2016 dan 2017 dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat 

untuk pengendalian kegiatan demam berdarah.  

2. Realisasi CFR tahun 2016 (sebesar 5,13%) meningkat dari realisasi 

tahun 2015 yaitu sebesar 1,2%, hal ini disebabkan jumlah penderita 
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DBD tahun 2016 menurun menjadi 448 kasus atau sebesar 74,2% dari 

1737 kasus pada tahun 2015. Sedangkan jumlah kematian tahun 2016 

meningkat sebesar 8,7% atau sebanyak 23 kasus kematian dari tahun 

2015 (sebanyak 21 kasus kematian). 

3. Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari pada 

tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 97,1 % dibandingkan 

pencapaian tahun 2015 sebesar 75%.  

4. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA (%) pada 

tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,63 % dari target tahun 2016 

sebesar 76% menjadi 78 %  

5. Kegiatan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular berupa jejaring surveilens PTM di 

Rumah Sakit dan Puskesmas, deteksi dini PTM tertentu yang di lakukan 

oleh Puskesmas, ketepatan pelaporan penyakit tidak menular dan 

kelengkapan penyakit tidak menular telah dicapai 100% dari masing-

masing target kegitan tahun 2016.  

6. Penemuan penderita pneumonia balita, presentase kasus IMS yang 

diobati, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki 

pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (5), dan prosentase 

penderita yang selesai pengobatan kusta (RFT) mengalami kenaikan 

rata-rata sebesar 12,66%. Kenaikan persentase tertinggi pada kegiatan 

pengobatan kusta (RFT) yaitu sebesar 23, 29 % dari target tahun 2016.  

7. Peningkatan realisasi kasus IMS yang diobati menjadi 90% disebabkan 

karena 37 puskesmas telah dapat melaksanakan pemeriksaan IMS dan 

37 Puskesmas telah dilatih LKB.  

8. Presentase ODHA yang aktif minum ARV dan proporsi kasus TB yang 

berhasil di obati dengan DOTS pencapaian 100% sesuai dengan masing-

masing target kegiatan tahun 2016.  

9. Realisasi jumlah kasus HIV/AIDS baik penderita lama dan baru tahun 

2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,88 dibandingkan dengan 

pencapaian tahun 2015 sebesar 2 per 10.000 penduduk 

 

 

 

SASARAN III : 

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN 

JAMINAN KESEHATAN 

 

Untuk mencapai sasaran III dilakukan melalui strategi Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan melalui program : 

a. Peningkatan Pelayanan BLU; 

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 
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c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 

e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 

g. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

H. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Persentase nilai kinerja 

BLUD Puskesmas 
78 % 78 %   0 

 

I. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Persentase puskesmas 

yang terakreditasi 
 

20 % 91,89% 459 35,14 

2 

Prosentase puskesmas 

yang nilai kinerjanya > 

8687 

 

20 % 81,08% 405,4 72,97 

 



 

  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) URUSAN WAJIB KESEHATAN  2017 61 

  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

Program standar pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

standar pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas. Hasil kinerja pada 

tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang telah terakreditasi adalah 

35,14% atau sebanyak 13 puskesmas. Sedangkan pada tahun 2017 

mengalami kenaikan pesat sehingga mencapai 91,89% atau sebanyak 34 

puskesmas.  

Sedangkan di tahun 2016 persentase puskesmas yang nilai kerjanya 

>8687 adalah 72,97% atau 27 puskesmas. Realisasi tahun 2017 mengalami 

kenaikan mencapai 81,08% atau 30 puskesmas 

 

J. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA 

DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN 

JARINGANNYA 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Persentase puskesmas 

yang sesuai standar 

Permenkes No. 75 th 

2014 

0 0   0 

2 
Persentase Puskesmas 

Perspektif Gender 
10 % 

20 %  100 
10 % 

3 
Rehab puskesmas dan 

Pustu 10 paket 10 paket 10 paket 100 10 paket 

4 
Pengadaan sarana dan 

prasarana puskesmas 10 paket 10 paket 10 paket 100 10 paket 

 

Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang 

sudah prespektif gender sebanyak 10 % atau 4 puskesmas. Realisasi tahun 

2015 masih kosong (belum ada) disebabkan indikator ini merupakan 

indicator yang baru ada di tahun 2016 dalam RPJMD tahun 2016-2021. 

 

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas disesuaikan dengan 

kebutuhan puskesmas dengan memperhatikan usulan-usulan yang berasal 

dari puskesmas, pada tahun 2015 sebesar 10 paket dan pada tahun 2016 

sebesar 10 paket sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  
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K. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Persentase Respon 

Time Unit Reaksi Cepat 

Layanan Kesehatan 

Ambulan Hebat /Si 

Cepat Sesuai SOP 

    0 

2 
Prosentase Puskesmas 

Branding 
10 % 10 % 10,8 % 108,1 10% 

3 

Rasio puskesmas, 

poliklinik, pustu per 

satuan penduduk x 

1000 

0,23 0,23 0,23 100 0,23 

4 

Rasio fasilitas 

kesehatan dasar per 

100.000 penduduk 

22 22 22 100 20 

5 
Rasio dokter per 

satuan penduduk 
1,7 1,7 1,67 98,23 1,53 

6 
Cakupan puskesmas 

(%) 
231,3 231,3 231,35 100 231,25 

7 
Cakupan pembantu 

puskesmas 
21,5 21,5 19,45 90,46 19,45 

8 

Persentase FKTP yang 

dibina dan memenuhi 

standar 

91 91 91 100 91 

9 

Persenatse tenaga 

kesehatan yang 

memiliki ijin 

94 94 94 100 94 

sumber data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat dapat diketahui bahwa : 

1. Jumlah puskesmas branding sebanyak 4 puskesmas yaitu Puskesmas 

Poncom (Program Terapi Rumatan Metadon = PTRM), Puskesmas 
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Halmahera (Infeksi Menular Seksual), Puskesmas Mangkang (IMS) dan 

Puskesmas Lebdosari (IMS); 

2. Capaian jumlah Puskesmas BLUD tahun 2017 sudah 100% yaitu 

sebanyak 37 puskesmas. 

3. Persentase puskesmas prespektif Gender pada tahun 2016 sebesar 10 

% sama dengan 4 buah puskesmas prespektif gender yaitu puskesmas 

gunungpati, puskesmas mijen, puskesmas manyaran dan puskesmas 

mangkang. 

4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000, pada 

tahun 2015 sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,23 % dengan 

jumlah puskesmas sebanyak 37 puskesmas, 319 klinik, 35 puskesmas 

pembantu dan jumlah penduduk sebanyak 1.700.000 penduduk. 

5. Cakupan puskesmas (%) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sama 

sebesar 231,25 % disebabkan belum adanya penambahan jumlah 

puskesmas yaitu sebanyak 37 puskesmas terdapat di 16 kecamatan di 

Kota Semarang. 

6. Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2016 mengalami 

penurunan sebesar 9,53 % dari target 2016 sebesar 21,5%. Realisasi 

tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 19,45% hal 

ini disebabkan karena belum adanya pembangunan puskesmas 

pembantu di tahun 2016 yaitu sebanyak 35 puskesmas pembatu di 177 

kelurahan di Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

Cakupan masyarakat 

miskin yang terdaftar 

dalam JKN KIS 

75 % 75 %   58 % 
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2 

Cakupan masyarakat 

miskin yang terlayani 

jaminan kesehatan 

100 % 100 %   100 % 

3 

Persentase 

pemanfaatan layanan 

system jaminan 

kesehatan 

75 % 75 %   75 % 

 

 

M. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISA

SI 

% 

       

1 

Persentase penerapan 

penggunaan obat 

rasional 
76 % 76 % 83,5 %  83,5 % 

2 

Proporsi pelayanan 

kefarmasian di 

puskesmas sesuai 

standar 
82 % 82 % 80 %  80,00% 

3 

Ketersediaan obat dan 

perbekalan kesehatan 

sesuai kebutuhan 
100% 100% 100% 100 100% 

4 

Penerapan pelayanan 

informasi obat di 

puskesmas 
86% 86% 86,5% 100,58 85% 

5 

Persentase pelayanan 

kefarmasian di apotek 

yang sesuai standar 
70% 70% 70% 100 70% 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

Tingkat ketersediaan obat sesuai dengan pelayanan kesehatan dasar di 

Puskesmas tahun 2016 sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari 

jumlah persediaan obat dari seluruh sumber anggaran pada tahun 2016. 

Perencanaan dan pengadaan obat di Kota Semarang, seluruh jenis obatnya 
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adalah obat esensial dan generik sesuai dengan pedoman pengadaan obat 

dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil kinerja lainnya 

adalah : 

1. Presentase penerapan penggunaan obat rasional, pada tahun 2015 

sebesar 75 %, dan pada tahun 2016 naik sebesar 83,5 %  

2. Ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pada 

tahun 2015 sebesar 100 %,dan pada tahun 2016 tetap yaitu sebesar 100 

%  

3. Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas pada tahun 2015 

sebesar 86 %,dan pada tahun 2016 naik sebesar 86,5 %.  

 

N. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN 

MAKANAN 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 

prosentase industri 

rumah tangga pangan 

yang menerapkan CPP 

BIRT 86 % 86 % 80%  84 % 

2 

Persentase kelulusan 

peserta penyuluhan 

keamanan pangan 87 % 87 % 95%  85% 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2017 

 

1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT, 

pada tahun 2016 sebesar 81,5 %,dan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan menjadi 80 %  

2. Persentase kelulusan peserta penyuluhan kemanan pangan pada tahun 

2016 sebesar 85 %,dan pada tahun 2017 naik sebesar 95 %  
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SASARAN IV : 

MENINGKATNYA SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN 

 

Untuk mencapai sasaran IV dilakukan melalui strategi Peningkatan 

Sumberdaya dan Informasi Kesehatan melalui program : 

a. Program Informasi Kesehatan; 

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

Dan Keuangan; 

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

O. PROGRAM INFORMASI KESEHATAN 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

RENSTRA 

2017 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2017 

 

REALISASI 

TAHUN 

2016    TARGET REALISASI % 

       

1 
Jumlah Rumah Sakit 

yang terkoneksi 1 unit 1 unit 5 unit 500 1 unit 

2 
Database pelayanan 

kesehatan terpadu 3 data 3 data 3 data 100 3 data 

3 

Persentase 

ketersediaan data/ 

informasi bidang 

kesehatan akurat dan 

tepat waktu (profil) 70% 70% 90% 128,57 90% 
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4 

Persentase 

ketersediaan profil 

kesehatan tingkat 

puskesmas 70% 70% 100% 142,85 70% 

5 

Persentase puskesmas 

yang mengisi data/ 

informasi yang lengkap 

dan valid di Bank Data 

Kesehatan 85% 85% 85% 100 80% 

6 
Pengembangan system 

informasi kesehatan 2 sistem 2 sistem 2 sistem 100 2 sistem 

7 

Persentase 

permasalahan system 

informasi yang selesai 

ditangani 80% 80% 86% 107,5 80% 

8 

Jumlah masyarakat 

yang mendapat 

informasi 80% 80% 86% 107,5 80% 

9 

Jumlah penyuluhan 

melalui media 

elektronik 3 kali 3 kali 12 kali 400 2 kali 

10 
Jumlah penyuluhan 

melalui media cetak 3 kali 3 kali 4 kali 133.33 2 kali 

11 
Jumlah penyuluhan 

luar gedung 6 kali 6 kali 9 kali 150 6 kali 

12 

Jumlah kegiatan dialog 

interaktif bidang 

kesehatan 2 kali 2 kali 6 kali 300 2 kali 

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017 

Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Informasi 

Kesehatan dapat diketahui bahwa : 

1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi pada Tahun 2016 mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 5 unit dibandingkan dengan tahun 2015 

yaitu sebesar 1 unit, hal ini dikarenakan oleh adanya koordinasi yang 

baik dengan Rumah Sakit.  

2. Perhatian puskesmas terhadap pentingnya data kesehatan semakin 

meningkat, hal ini dapat dilihat oleh adanya peningkatan presentase 

puskesmas yang mengisi data/informasi yang lengkap dan valid di bank 

data kesehatan.  

3. Upaya promotif dan preventif ditingkatkan melalui promosi dengan 

media cetak, media elektronik dan dialog interaktif lebih diutamakan 

sehingga ada dukungan anggaran yang meningkat 
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C.  AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas  kinerja, 

termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan 

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,serta solusi dan rencana tindak 

lanjut yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan 

kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. 

 

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN 

Pengelolaan Pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006,tentang pengelolaan 

keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta ditegaskan dalam 

Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan 

anggaran pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2017 terdiri dari 

: 

 

N0 Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi 
 

% 
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1 Retribusi Pelayanan Lab 

Kesehatan 
35.560.000 151.064.500 424,82 

2 Pendapatan BLUD JKN 38.104.811.000 39.339.463.756 103,24 

 Total 38.140.371.000 39.490.528.256 103,54 

 

2. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA 

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada urusan kesehatan  Kota Semarang tahun 2017  sebesar 

Rp 208.238.428.397,- dengan realisasi anggaran Rp 

189.793.522.991,- (91,14%) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan TPP) Rp. 113.138.716.000,- 

realisasi sebesar Rp.105.459.114.914,- atau (93,21) 

b. Belanja Langsung (Program) Rp.208.238.428.397,- realisasi sebesar 

Rp.189.793.522.991,- ( 91,14 ) 

 

ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN WAJIB KESEHATAN 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 
450,181,000 431,607,392 95,87 

2 Penyediaan jasa administrasi 

keuangan 
416,710,000 413,000,000 99,12 

3 Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 
216,423,000 212,528,500 98,20 

4 Penyediaan alat tulis kantor 122,230,000 120,922,715 98,93 

5 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 
110.510.000 108,015,300 97,74 

6 Penyediaan komponen 

instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

30,000,000 29,791,000 99,30 

7 Penyediaan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan 

5,000,000 4,015,000 80,30 

8 Penyediaan makanan dan 

minuman 

 

206,343,000 195,024,000 94,51 

9 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 
3.608,820,200 3.301,585,837 91,49 
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10 Penyelesaian pengelolaan 

administrasi kepegawaian 
45,000,000 39,381,000 87,51 

11 Belanja jasa penunjang 

administrasi perkantoran 
339,500,000 245,923,000 72,54 

  JUMLAH 5,550,217,200 5,101,853,744 91,92 

 

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor 
100.500.000 85.935.000 85,51 

2 Pengadaan peralatan 

gedung kantor 
3.250,636,000 3.010.598.500 92,62 

3 Pemeliharaan rutin/ 

berkala gedung kantor 
125,928,000 116.964.800 92,88 

4 Pemeliharaan rutin/ 

berkala kendaraan 

dinas/operasional 

622,410,000 619.578.995 99,55 

5 Pemeliharaan rutin/ 

berkala perlengkapan 

gedung kantor 

40,500,000 39.425.000 97,35 

6 Pemeliharaan rutin/ 

berkala peralatan gedung 

kantor 

80,000,000 76.937.300 96,17 

7 Pengadaan ritin/ berkala 

Mebeluer 
15,000,000 14.900.000 99,33 

  
JUMLAH 4,234,974,000 3,964,339.595 93,61 

 

 

 

 

 

 

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah 
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NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE (%)        

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pendidikan dan pelatihan 

formal 
125,000,000 125,000,000 100 

2 Kegiatan rapat, koordinasi, 

bintek & penyuluh pegawai 

puskesmas 

140,000,000 111,670,780 79.76 

3 Penilaian Tenaga Kesehatan 

Teladan 
96,200,000 68,474,000 71.18 

   

JUMLAH 

 

361,200,000 

 

305,144,780 

 

84,48 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE 

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Penyusunan LKPJ SKPD 3.533.000 3.406.700 96,43 

2 Penyusunan LAKIP 3.533.000 3.411.500 96,56 

3 

Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ihktisar realisasi kinerja 

SKPD 

6,500,000 6,488,750 99.83 

4 
Penyusunan pelaporan 

keuangan akhir tahun 
5,500,000 5,488,750 99.80 

5 
Penyusunan pelaporan 

keuangan semesteran 
5,500,000 5,488,750 99.80 

6 

Penyusunan pelaporan 

prognosis realisasi 

anggaran 

5,500,000 5,200,000 94.55 

7 Penyusunan Renja SKPD 5,300,000 5,033,300 94.97 

8 
Penyusunan Renstra 

SKPD 
5,200,000 5,100,000 98.09 

9 

 

Penyusunan RKA 

Perubahan dan DPA 

Perubahan 

5,600,000 5,140,500 91,79 

10 
Penyusunan RKA SKPD 

dan DPA SKPD 
3,150,000 2,841,200 90,20 

 JUMLAH 49,316,000 47,580,000 96,48 

 

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 



 

  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) URUSAN WAJIB KESEHATAN  2017 72 

  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pengadaan Obat dan 

Perbekalan kesehatan 
8,894,446,000 8,271,863,815 93,00 

2 Peningkatan mutu 

pelayanan farmasi 

komunitas dan rumah sakit 

115,000,000 114,882,000 99,90 

3 Pengadaan alat 

laboratorium/ kesehatan 
400,000,000 392,896,996 98,22 

  JUMLAH 9,409,446,000 8,779,642,811 93,31 

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSENTASE      

(%) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin di Pusk 

dan Jejaringnya/ RS dan 

Pemberi Pelayanan 

75,854,704,102 71,544,164,959 94,32 

2 Revitalisasi sistem 

kesehatan 
618,179,100 546,164,880 88,35 

3 Peningkatan Pelayanan 

dan Penanggulangan 

Masalah Kesehatan 

4,141,424,000 4,034,067,132 97,41 

5 Kegiatan Puskesmas 

Poncol 
208,028,000 207,248,736 99,63 

6 Kegiatan Puskesmas 

Miroto 
157,405,000 156,679,085 99,54 

7 Kegiatan Puskesmas 

Bandarharjo 
182.486.000 170.372.670 93,36 

8 Kegiatan Puskesmas 

Bululor 
238,901,000 237,386,982 99,37 

9 Kegiatan Puskesmas 

Halmahera 
278,948,000 276.419,577 99,09 
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10 Kegiatan Puskesmas 

Bugangan 
157,146,000 152,909,234 97,30 

11 Kegiatan Puskesmas 

Karangdoro 
223,291,000 219,730,632 94,19 

12 Kegiatan Puskesmas 

Pandanaran 
201,176,000 200,051,664 99,44 

13 Kegiatan Puskesmas 

Lamper Tengah 
151,822,000 136,498,787 89,91 

14 Kegiatan Puskesmas 

Karangayu 
187,648,000 184,879,761 98,52 

15 Kegiatan Puskesmas 

Lebdosari 
249,334,000 243,363,270 97,61 

16 Kegiatan Puskesmas 

Manyaran 
201,271,269 199,778,709 99,26 

17 Kegiatan Puskesmas 

Krobokan 
152,195,000 151,836,333 99,76 

18 Kegiatan Puskesmas 

Ngemplak Simongan 
144,420,000 144,406,773 99,99 

19 Kegiatan Puskesmas 

Gayamsari 
174,284,000 158,552,636 90,97 

20 Kegiatan Puskesmas 

Candilama 
199,415,000 177,139,142 88,83 

21 Kegiatan Puskesmas 

Kagok 
178,618,000 170,389,775 95,39 

22 Kegiatan Puskesmas 

Pegandan 
193,403,000 191,221,213 98,87 

23 Kegiatan Puskesmas 

Genuk 
198,104,000 195,427,733 98,65 

24 Kegiatan Puskesmas 

Bangetayu 
235,875,000 219,380,488 93,01 

25 Kegiatan Puskesmas 

Tlogosari Wetan 
163,274,000 136,967,533 83,89 

26 Kegiatan Puskesmas 

Tlogosari Kulon 
248,136,000 240,322,527 96,85 

27 Kegiatan Puskesmas 

Kedungmundu 
238,790,000 238,384,619 99,83 

28 Kegiatan Puskesmas 

Rowosari 
264,438,000 263,399,295 99,61 
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29 Kegiatan Puskesmas 

Ngesrep 
223,100,000 221,662,087 99,36 

30 Kegiatan Puskesmas 

Padangsari 

 

154,770,000 147,910,321 95,57 

31 Kegiatan Puskesmas 

Srondol 
161,580,000 142,922,322 88,45 

32 Kegiatan Puskesmas 

Pudak Payung 
197,990,000 195,089,165 98,53 

33 Kegiatan Puskesmas 

Gunungpati 
286,565,000 284,623,948 99,32 

34 Kegiatan Puskesmas 

Mijen 
183,700,000 171,614,193 93,42 

35 Kegiatan Puskesmas 

Karangmalang 
191,375,000 178,331,776 93,18 

36 Kegiatan Puskesmas 

Tambakaji 
194,752,000 189,085,417 97,09 

37 Kegiatan Puskesmas 

Purwoyoso 
184,428,000 174,323,781 94.52 

38 Kegiatan Puskesmas 

Ngaliyan 
275,718,000 267,334,522 96,96 

39 Kegiatan Puskesmas 

Mangkang 
253,685,000 239,661,289 94,47 

40 Kegiatan Puskesmas 

Karanganyar 
204,200,000 200,454,536 98,17 

41 Kegiatan Puskesmas 

Sekaran 
230,100,000 223,216,823 97,01 

42 Penyediaan Dana 

Kegiatan laboratorium 

Kesehatan 

630,000,000 606,274,564 96,23 

43 Kegiatan Instalasi 

Farmasi 
779,800,000 734,910,709 94,24 

44 Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 
229.715.000 195.442.500 85.08 

45 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Pusk. Poncol 

1,258,733,076 1.077,280,798 85,58 
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46 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Pusk. Miroto 

577,500,000 571,056,421 98,88 

47 Penyediaan Dana Keg. 

Pelay. JKN Pusk. 

Bandarharjo 

2,046,913,552 1,635,928,441 79,92 

48 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Bululor 

1,099,779,176 1,099,660,311 99,99 

49 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Halmahera 

1,296,173,800 1,181,943,969 91,19 

50 

 

 

Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Bugangan 667,845,585 665,217,877 99,61 

51 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Karangdoro 

1.052,136,000 985,842,728 93,70 

52 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Pandanaran 

2,102,993,376 1,914,673,016 91,05 

53 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Lamper 

Tengah 

818,135,708 805,326,971 98,43 

54 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Karangayu 

1.000,146.652 708,875,163 70,88 

55 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Lebdosari 

936,496,000 753,922,666 80,50 

56 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Manyaran 

754,606,515 652,500,000 86,47 

57 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Krobokan 

571,465,000 488,116,370 85,41 

58 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Ngemplak 

Simongan 

901,334,624 690,244,269 76,58 
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6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

59 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Gayamsari 

1,929,709,000 1,633,452,192 84,65 

60 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Candilama 

1,149,897,200 1,098,409,135 95,52 

61 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Kagok 

1,218,235,118 989,579,792 81,23 

62 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Pegandan 

1,199,150,000 1,146,664,352 95,62 

63 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Genuk 

1,692,264,561 1,302,680,848 76,98 

64 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Bangetayu 

1,651,534,767 1,422,225,773 86,12 

65 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Tlogosari 

Wetan 

1,678,567,077 

1,265,682,059 

 

75,40 

66 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Tlogosari 

Kulon 

1,932,421,355 1,599,775,272 82,79 

67 Penyediaan Dana Kegiatan 

Pelayanan JKN Puskesmas 

Kedungmundu 

3,609,054,669 2,793,889,653 77,41 

68 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Rowosari 

1,011,646,264 999,278,872 98,78 

69 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Ngesrep 

921,844,909 896,655,462 97,27 

70 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Padangsari 

1,119,963,875 785,251,356 70,11 

71 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Srondol 

1,110,000,000 1,055,487,277 95,09 
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72 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Pudakpayung 

519,059,900 515,839,613 99,38 

73 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Gunungpati 

1,854,604,179 1,660,581,377 89,54 

74 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Mijen 

2,421,847,286 1,981,346,782 81,81 

75 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas 

Karangmalang 

932,018,600 612,176,441 65,68 

76 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Tambakaji 

850,600,175 839,942,908 98,75 

77 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Purwoyoso 

871,881,081 758,871,500 87,04 

78 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Ngaliyan 

1,441,036,000 1,376,708,525 95,54 

79 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Mangkang 

629,243,200 548,985,273 87,25 

80 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas KarangAnyar 

360,500,000 355,156,387 98,52 

81 Penyediaan Dana 

Kegiatan Pelayanan JKN 

Puskesmas Sekaran 

754,586,454 656,158,825 86,96 

82 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Poncol 
439,500,000 439,500,000 100,00 

83 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Miroto 
319,800,000 319,800,000 100,00 

84 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Bandarharjo 
486,600,000 486,600,000 100,00 

85 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Bululor 
412,500,000 412,500,000 100,00 

86 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Halmahera 
346,100,000 346,100,000 100,00 
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 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

87 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Bugangan 
231,000,000 231,000,000 100,00 

88 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Karangdoro 
310,500,000 310,500,000 100,00 

89 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Pandanaran 
444,200,000 444,200,000 100,00 

90 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Lamper 

Tengah 

248,700,000 248,700,000 100,00 

91 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Karangayu 
266,500,000 266,500,000 100,00 

92 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Lebdosari 
297,400,000 297,400,000 100,00 

93 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Manyaran 
284,300,000 284,300,000 100,00 

94 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Krobokan 
240,200,000 240,200,000 100,00 

95 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Ngemplak 

Simongan 

231,700,000 231,700,000 100,00 

96 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Gayamsari 
486,700,000 486,700,000 100,00 

97 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Candilama 
297,400,000 297,400,000 100,00 

98 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Kagok 
311,300,000 311,300,000 100,00 

99 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Pegandan 
462,000,000 462,000,000 100,00 

100 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Genuk 
444,200,000 444,200,000 100,00 

101 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Bangetayu 
465,000,000 461,685,500 99,29 

102 Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Tlogosari 

Wetan 

500,600,000 500,600,000 100,00 

103 Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Tlogosari 

Kulon 

497,500,000 497,500,000 100,00 
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104 Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas 

kedungmundu 

577,000,000 577,000,000 100,00 

105 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Rowosari 
399,435,000 399,435,000 100,00 

106 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Ngesrep 
310,500,000 310,500,000 100,00 

107 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Padangsari 
307,400,000 307,400,000 100,00 

108 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Srondol 
337,600,000 337,600,000 100,00 

109 Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Pudak 

Payung 

279,600,000 279,600,000 100,00 

110 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Gunung Pati 
599,500,000 599,500,000 100,00 

111 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Mijen 
510,600,000 500,600,000 98,04 

112 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas 

Karangmalang 

237,100,000 237,100,000 100,00 

113 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas TambakAji 
324,400,000 324,400,000 100,00 

114 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Purwoyoso 
279,600,000 279,500,000 99,96 

115 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Ngaliyan 
434,900,000 434,900,000 100,00 

116 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Mangkang 
315,200,000 315,200,000 100,00 

117 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Karanganyar 
231,200,000 231,200,000 100,00 

118 

Penyediaan Dana BOK 

Puskesmas Sekaran 
408,600,000 408,600,000 100,00 

119 

Pendampingan Kegiatan 

Akreditasi Puskesmas 
2,120,345,029 1,974,829,313 93,14 

120 

Pembiayaan dan 

Pemeliharaan jaminan 

Persalinan 

2,415,334,780 94,407,066 3,91 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pengembangan Media 

Promosi dan Informasi 

Sadar Hidup Sehat 

1,020,967,000 976,461,000 95,64 

2 Penyuluhan Masyarakat 

Pola Hidup Sehat 
457,542,000 437,862,000 95,70 

3 Peningkatan Pendidikan 

Tenaga Penyuluh 

Kesehatan 

181,157,000 173,432,000 95,74 

4 Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat 
92,351,000 88,469,000 95,80 

5 Perdayaan Masyarakat di 

Bidang Kesehatan dan 

Kemitraan 

324,771,000 304,446,500 93,74 

 

JUMLAH 
2,076,788,000 1,980,670,500 95,37 

 

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE 

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Penyusunan Peta Informasi 

Masyarakat Kurang Gizi 
59,804,000 59,783,000 99,96 

2 Pemberian Tambahan 

Makanan dan Vitamin 
307,846,000 295,059,000 95,85 

3 Penanggulangan Kurang 

Energi Protein (KEP), Anemi 

Gizi Besi, Gangguan Akibat 

Kurang Yodium 

57,285,000 54,722,500 95,53 

121 

Pengelolaan Bantuan 

Operasioanal Kesehatan 
804,777,500 737,637,500 91,66 

122 

Pendistribusian Obat dan 

Logistik 
111,476,000 107,876,000 96,77 

JUMLAH 

 

128,875,932,515 

 

 

118,490,646,640 

 

91,94 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE 

( % ) 

4 Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk Pencapaian Keluarga 

Sadar Gizi 

27,115,000 27,045,000 99,74 

  JUMLAH 452,050,000 436,609,500 96,58 

 

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 
Penyuluhan menciptakan 

lingkungan sehat 
1,289,500,000 1,131,517,500 87,75 

2 Penyehatan Lingkungan 4,360,971,683 2,075,760,000 47,60 

  
 

JUMLAH 
5,650,471,683 3,207,277,500 47,60 

 

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pelayanan Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Menular 

958,525,000 928,869,750 96,91 

2 Pencegahan Penularan 

Penyakit 

Endemik/Epidemik 

6,694,200,000 6,483,683,800 96,86 

3 Peningkatan Imunisasi 536,650,000 483,844,610 90,16 

4 P2PTM 25,000,000 24,740,200 98,96 

5 Operasional Komisi 

Penanggulangan AIDS Kota 

Semarang 

421,640,000 421,640,000 100,00 

6 Penanggulangan KLB 

Bidang Kesehatan 
60,000,000 36,225,000 60,83 

  

JUMLAH 
8,696,015,000 8,379,003,360 96,35 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 

 

 

 

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Penyusunan Standar 

Kesehatan 
64,750,000 62,027,300 95,80 

2 Evaluasi dan 

Pengembangan Standar 

pelayanan kesehatan 

236,352,000 234,674,900 99,29 

3 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 
247,038,000 234,340,150 94,86 

  
JUMLAH 548,140,000 531,042,350 96,88 

 

11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas 
4,737,445,000 4,539,725,700 95,83 

2 Rehabilitasi Sedang/Berat 

Puskesmas Pembantu  
1,970,240,000 1,953,629,600 99,16 

3 Rehabilitasi Sedang/ Berat 

Puskesmas  
4,014,743,000 3,963,987,200 98,74 

  JUMLAH 10,722,428,000 10,457,342,500 97,53 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pelatihan dan Pendidikan 

Perawatan Anak Balita 
172,095,000 172,095,000 100,00 

2 Pelatihan Petugas 

Pelayanan Remaja Di 

Puskesmas 

44,460,000 44,118,000 99,23 

3 Pelatihan Konselor sebaya 

pada siswa sekolah 
15,450,000 15,450,000 100,00 

4 Penyuluhan Reproduksi 

Remaja 
18,842,000 18,842,000 100,00 

5 Pelatihan Petugas 

Pelayanan Remaja di 

puskesmas 

114,876,000 105,214,500 91,59 

   

JUMLAH 
365,723,000 355,719,500 97,26 

 

 

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pelayanan Pemeliharaan 

Kesehatan 
61,000,000 61,000,000 100,00 

2 Pendidikan dan Pelatihan 

Perawatan Kesehatan 
39,000,000 38,550,000 98,85 

  
JUMLAH PROGRAM 100,000,000 99,550,000 99,55 

 

 

 

 

14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

 SKPD :  Dinas Kesehatan    

1 Pengawasan Keamanan 

dan Kesehatan Makanan 

Hasil Industri 

54,668,000 54,668,000 100,00 

  JUMLAH 54,668,000 54,668,000 100,00 

 

15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan    

1 Pelatihan Teknis 

Kesehatan Ibu 
36,144,000 34,926,600 96,63 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu / 

KB 
4,102,075,000 4,102,075,000 100,00 

3 Pembinaan Program 

Kesehatan Ibu / KB 
393,656,000 389,855,000 99,03 

 JUMLAH 4,531,875,000 4,526,856,600 99,89 

 

16. Program Informasi Kesehatan 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut 

: 

NO KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PERSEN 

TASE       

( % ) 

 SKPD : Dinas Kesehatan  

 
  

1 Manajemen Informasi 

Kesehatan 
628,730,000 593,161,100 94,34 

  

JUMLAH 
628,730,000 593,161,100 94,34 

 

3. SISA LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN 
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DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

Kebijakan SILPA pada tahun berjalan dijadikan pedoman dasar 

untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan 

RAPBD. Bilamana menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, maka 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan 

prioritas yang dibutuhkan. Dan bilamana SILPA tahun berjalan 

terjadi negatif,maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang 

bukan bersifat wajib pada program dan kegiatan yang tidak prioritas. 

1. Realisasi Pendapatan              Rp    39.490.528.256,- 

2. Realisasi Belanja     Rp. 295.252.637.905,-  - 

3. Surplus/defisit     Rp.(255.762.109.649,-) 

 


